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Bagian 1: Status Akses 
Air dan Sanitasi
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Sanitasi Indonesia dalam Kondisi Menyedihkan
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Permasalahan Air dan Sanitasi di Indonesia
Aspek Rincian

Akses Penyediaan 
Air

Hanya 23% (2018) warga Indonesia yang memiliki akses ke air 
perpipaan, jauh di bawah target pemerintah sebesar 60%.

Penggunaan Air 
Tanah

Penggunaan air tanah mandiri sangat tinggi, mengakibatkan 
penurunan muka air tanah dan amblesnya tanah.

Efisiensi Sistem
Sistem penyediaan air banyak yang kurang efisien dengan 
penggunaan kapasitas pengolahan yang rendah dan tingginya 
air tidak terhitung.

Kualitas Air
Kualitas air pipa seringkali tidak memenuhi standar, dengan 
pengawasan yang minim.

Akses Sanitasi
Hanya kurang dari 2% populasi yang memiliki akses ke jaringan 
sanitasi; 17% penduduk desa masih praktik buang air besar 
sembarangan.

Pengolahan Air 
Limbah

Hanya 7,4% air limbah kota yang diproses secara aman; 92,6% 
lagi dibuang tanpa pengolahan.

Sumber Polusi
Sekitar 70% polusi air tanah berasal dari tangki septik yang 
bocor dan pembuangan septik yang tidak tepat.

Dampak Kesehatan 
Publik

Berkontribusi pada prevalensi stunting yang tinggi di kalangan 
anak-anak (35% dari anak-anak di bawah usia lima tahun), 
dikaitkan dengan polusi air dan sanitasi yang tidak memadai.

Selain gizi yang baik, sanitasi yang 
baik juga diperlukan
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Bagian 2: Tantangan Krisis Iklim
Studi Kasus Penyediaan Air Minum Pedesaan

(Indonesia CCDR, WB, 2023)

(Willetts J, 2024)
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Tantangan Sumber Daya Air

Sumber: WB, 2022
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Dampak Perubahan Iklim Sudah Terasa

Sumber koleksi gambar: Willetts, J, 2024
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In Dumai, kekeringan dalam waktu Panjang, korosi dari salinitas di daerah Pantai 
menjadi ancaman utama 
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Di Sintang, sumber air dari sungai sangat dipengaruhi curah hujan dan banjir 
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Di Sumba Timur, banjir merusak intake di mata air dan pipa transmisi; badai merusak 
panel surya
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Di Banyak Pedesaan di Jawa Barat: 
Musim Hujan, Air Sulit 

Reservoir Pamsimas di Desa Bojong Koneng, 
Sentul, kering karena setiap kali hujan, lumpur 
membuat mampet pipa (2024/04/24). Karena 
kelelahan selalu melakukan perbaikan ketika 
hujan, 2 pengurus jatuh sakit

Suplai air Pamsimas di Desa Sukajadi, Kab 
Bogor (Kaki Gunung Salak) tidak jalan 
menjelang Iedul Fitri karena hujan deras di 
atas. Perbaikan harus dilakukan dengan jalan 
kaki selama 4 jam (2024/04/23)
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Tata Guna Lahan yang Buruk Memperparah Krisis Air (Garut Fieldwork)

Tanaman keras 
berkurang, diganti 
sayuran/cash crops

Limpasan air 
membuat pipa 
terekspose, akhirnya 
bocor atau rusak 

Penggunaan mulsa 
mempercepat erosi

Sedimentasi tinggi akibat faktor alami dan 
pertanian menyebabkan banjir
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Banjir Mengancam Infrastruktur Air 
Kita harus menggunakan air dari 
sawah (saluran irigasi) akhirnya 
gatal-gatal… Ini [berlangsung 
sekitar] dua bulan. Terutama anak-
anak bayi banyak terkena gatal-
gatal…. (FGD Ibu-ibu). Yang kasihan 
balita pas tidur malam, mereka 
gatal-gatal, banyak yang terkena 
penyakit kulit (FGD Bapak-Bapak) 

 
Susah dapat air bersih…. Suka 
berantem ketika bantuan air 
datang. Capek juga bawa air. 
Berantem dengan tetangga 
rebutan air. Banyak yang 
nggak kebagian ….. 
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Bagian 3:
Aksi Legislatif untuk Akses Air 

Berketahanan Iklim
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Kita Perlu UU Pelayanan Air dan Sanitasi

Op-Ed ini saya tulis pada tahun 2009. 15 
tahun kemudian (hari ini) kita masih belum 
punya UU Pelayanan Air dan Sanitasi

PP 122/2015 bukan UU Pelayanan Air dan 
Sanitasi, PP tersebut hanya menerapkan 
segelintir pasal dari UU SDA 17/2019 
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Beberapa Fitur UU Pelayanan Air dan Sanitasi
• Pengakuan legal untuk berbagai model penyediaan layanan air dan sanitasi 

(PDAM, berbasis Masyarakat dsb)

• Regulasi Monopoli Alamiah

• Mewajibkan konsolidasi PDAM sesuai dengan economy of scale and 
scope (mengubah lampiran UU Pemerintahan Daerah)

• Menarik kewenangan air minum dan sanitasi apabila daerah tidak 
mampu menyelenggarakan (hal ini pernah dilakukan di Malaysia)

• Membuat badan regulator independen dan regulasi tarif berdasarkan 
insentif (contoh: RPI-K/price cap, apabila PDAM efisien, maka tarif 
yang dikenakan akan dikurangi dengan efisiensi PDAM)

• Perlindungan Konsumen

• Penerapan standar layanan disertai insentif dan disinsentif (contoh: 
apabila air tidak mengalir dalam 24 Jam, maka konsumen diberi ganti 
rugi)

• Partisipasi Publik dan Transparansi

• Memastikan pelayanan air tidak dilakukan dengan cherry picking 
(menyambungkan hanya ke wilayah elit atau bisnis)
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Ruang Pengaturan Sanitasi Sangat Terbatas

Diskusi RUU SDA Tahun 2018 dengan 
fraksi Gerindra/Komisi V 

Sanitasi hanya disebut satu kali 
dalam penjelasan Pasal 24 UU SDA 
17/2019; itu pun setelah melalui 
advokasi yang panjang 

Konsekuensinya: tidak bisa ada PP 
Sanitasi, pengaturannya “terpaksa” 
dicantolkan di air minum

“Hanya 7,4% air 
limbah kota yang 
diproses secara aman”

Penyerahan rekomendasi RUU SDA dari Jejaring 
AMPL ke Komisi V (2018)
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Perlu Omnibus Law untuk Krisis Iklim
1. Tantangan iklim bersifat multisektor: tata 

ruang, pertanian, kehutanan, sumber daya 
air, pelayanan air, ketahanan pangan, energi, 
dan sebagainya → Perlu Omnibus Law

2. Omnibus Law Krisis Iklim (OLKI) sebaiknya 
memberikan prioritas utama pada adaptasi; 
mitigasi diprioritaskan sejauh sejalan dengan 
adaptasi, misalnya konservasi lahan gambut

3. Omnibus Law Krisis Iklim perlu mengadopsi 
prinsip-prinsip regulasi adaptif

Regulasi ≠ Hukum

Definisi Regulasi
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Prinsip 1: Pembangunan masa kini tidak 
boleh mengganggu adaptasi iklim di 
masa depan

• Banjir akan makin parah

• Kekeringan akan semakin 
parah

• Badai dan cuaca buruk akan 
semakin meningkat

• Air tanah harus dijadikan 
tabungan masa depan Perkebunan kelapa sawit memperburuk kualitas air

(belum termasuk pabrik) – (WB, 2022)
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Prinsip 2: Peraturan Harus Mudah Diubah
(Karena alam juga akan cepat berubah)
1. Undang-Undang 

mengatur hal-hal 
pokok, azas dan prinsip 
umum saja

2. Standar, prosedur 
diatur tingkat Peraturan 
Menteri/Peraturan 
Presiden 

PP perlu waktu tahunan 
untuk diubah, sementara 
dalam 5 tahun entah apa 
yang akan terjadi dengan 
iklim
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Prinsip 3: 
Internalisasi 

trade-off 

Tipe Deskripsi

1. Tradeoff Adaptasi 
vs. Mitigasi

Tindakan adaptasi, seperti membangun tembok laut atau mengubah 
penggunaan lahan untuk mencegah kerusakan akibat banjir, dapat bertentangan 
dengan upaya mitigasi seperti melestarikan penyerapan karbon. Dalam 
pertanian, mengubah hutan menjadi lahan pertanian meningkatkan produksi 
pangan tetapi mengurangi penyerapan karbon, yang merupakan contoh 
tradeoff antara meningkatkan hasil pertanian dan mempertahankan tutupan 
hutan sebagai strategi mitigasi.

2. Tradeoff Mitigasi vs. 
Mitigasi

Ini terjadi ketika dua strategi mitigasi bertentangan. Misalnya, mempromosikan 
bioenergi untuk mengurangi penggunaan bahan bakar fosil mungkin bersaing 
dengan upaya penghijauan, karena kedua strategi memerlukan lahan. 
Keputusan harus menyeimbangkan manfaat langsung dari bioenergi dengan 
manfaat penyimpanan karbon jangka panjang dari hutan.

3. Tradeoff Adaptasi 
vs. Adaptasi

Berbagai strategi adaptasi juga dapat bertentangan. Misalnya, meningkatkan 
pengalihan air untuk mengamankan pasokan air perkotaan dapat mengurangi 
aliran sungai yang diperlukan untuk mempertahankan ekosistem lahan basah, 
yang juga penting untuk adaptasi dengan menahan badai dan banjir.

4. Tradeoff Antara 
Kebijakan Iklim dan 
Tujuan Sosial Lainnya

Kebijakan yang bertujuan untuk tujuan iklim mungkin bertentangan dengan 
tujuan sosial lainnya. Misalnya, kebijakan mitigasi yang ketat dapat 
menyebabkan biaya energi yang lebih tinggi, yang berdampak pada 
pengembangan ekonomi dan upaya pengurangan kemiskinan.
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Prinsip 4: Berikan diskresi yang luas pada Kementerian/Badan 

REGULASI TRADISIONAL (COMMAND AND CONTROL) 
SANGAT KAKU DAN TIDAK RESPONSIF TERHADAP 

PERUBAHAN YANG CEPAT

DENGAN MENGGUNAKAN DISKRESI EKSEKUTIF, MAKA 
REGULASI AKAN BISA LEBIH LINCAH, EFISIEN DAN 

BERBASIS KEAHLIAN

NAMUN DEMIKIAN, DISKRESI YANG LUAS DAPAT 
MEMICU PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN, MAKA 
DARI ITU FUNGSI PENGAWASAN PERLU DIPERKUAT
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Prinsip 5: Penguatan 
Pengawasan Legislatif 

Beberapa metode pengawasan:

• Pelaporan berkala

• Evaluasi berkala terhadap hasil 
dan proses

• “Sunset Clause”: 

Diskresi yang besar diberikan 
batasan waktu dan hanya dapat 
diperpanjang lewat UU
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Renungan:

Apakah Hukum dan Institusi akan mampu 
“beradaptasi” dengan perubahan iklim?

Terima Kasih
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